LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPRRI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN
NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN
LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA,
KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
(BSSN)

Rapat ke ;
Tahun Sidang . 2017-2018
Masa Persidangan l
Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi | DPR RI dengan Dirut PT. Pos Indonesia
Hari, Tanggal . Selasa, 5 Desember 2017
Pukul : 15.30 WIB
Sifat Rapat . Terbuka
Pimpinan Rapat . H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P., Wakil Ketua Komisi | DPR RI
Sekretaris Rapat . Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi | DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi | DPR RI, Gedung Nusantara Il Lt. 1
JI. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara . Penjelasan Dirut PT. Pos Indonesia mengenai pelaksanaan Public Service

Obligation (PSO) PT. Pos Indonesia di daerah perbatasan dan 3T (Terdepan,
Terluar, dan Tertinggal)
Hadir :1. ... orang dari 51 Anggota Komisi | DPR Rl
2. Dirut PT. Pos Indonesia, Gilarsi W. Setijono, beserta jajaran

. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat
pada pukul 15.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2.  RDP Komisi | DPR RI dengan Dirut PT. Pos Indonesia pada hari Selasa, tanggal 5 Desember
2017, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi |
DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P.



KESIMPULAN

1. Komisi | DPR Rl mendukung PT. Pos Indonesia untuk mengajukan usulan kepada Pemerintah agar
kompensasi Public Service Obligation (PSO) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah dan
melakukan inovasi model bisnis terkait kewajiban PSO.

2. Komisi | DPR RI mendorong PT. Pos Indonesia untuk merealisasikan target tahun 2020 sebagai
backbone dari logistic e-commerce nomor 1 (satu) di Indonesia, agen inklusi keuangan, dan
mempresentasikan NKRI di perbatasan Negara termasuk wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal) untuk ketahanan nasional.

PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 5 Desember 2017
KETUA RAPAT,
TTD

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.
A-165




